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ABSTRAK 

 

Bank merupakan lembaga intermediasi karena mempertemukan pihak-pihak 

dengan kepentingan yang berbeda melalui penghimpunan dana, pelayanan 

transaksi keuangan, dan penyaluran dana seperti pemberian fasilitas kredit. Dalam 

pemberian fasilitas kredit, antara bank dengan nasabah atau debitur akan terikat 

dalam suatu perjanjian kredit yang didasarkan pada Pasal 1754 BW. Disamping itu, 

bank dalam memberikan fasilitas kredit tentunya akan berpedoman pada prinsip 

kehati-hatian yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan 

perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perwujudan 

dari prinsip kehati-hatian dilakukan saat menilai apakah calon debitur layak untuk 

diberikan kredit dan juga menilai kemampuan debitur dalam mengembalikan atau 

melunasi utang kepada kreditur. Salah satu aspek yang dinilai adalah aset atau 

agunan milik debitur yang diserahkan kepada bank. Penyerahan aset atau agunan 

merupakan hal yang esensial dalam perjanjian kredit, mengingat hal tersebut 

dilakukan agar timbul kepercayaan bahwa debitur akan melunasi utangnya. Salah 

satu fenomena terkait pemberian fasilitas kredit di masa sekarang adalah pemberian 

fasilitas kredit dengan kredit profesi yang ditujukan pada segmen tertentu seperti 

Pegawai Negeri Sipil. Untuk memperoleh kredit, pegawai negeri sipil yang 

bersangkutan harus menyerahkan aset berharga miliknya seperti Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil kepada bank. Permasalahan timbul ketika Surat 

Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah berada dalam 

penguasaan bank menjadi hilang. Penelitian berikut menggunakan metode yuridis 

normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan 

yang berfokus pada rumusan masalah yaitu (1) Fungsi Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam kredit perbankan (2) Upaya Hukum 

yang dapat ditempuh oleh Debitur atas hilangnya Surat Keputusan Pengangkatan 

Pegawai Negeri Sipil. 

 

Kata kunci: Kredit Profesi, Perlindungan Hukum, Surat Keputusan 

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
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ABSTRACT 

 

The Bank is an intermediation institution because it brings together parties with 

different interests through the collection of funds, financial transaction services, 

and the distribution of funds such as the provision of credit facilities. In the 

provision of credit facilities, between the bank and the customer or debtor will be 

bound in a credit agreement based on Article 1754 BW. In addition, banks in 

providing credit facilities will certainly be guided by the precautionary principle 

contained in Law No. 7 of 1992 with changes to Law No. 10 of 1998 on Banking. 

The realization of the precautionary principle is done when assessing whether 

prospective debtors are eligible to be given credit and also assessing the debtor's 

ability to repay or pay off debts to creditors. One aspect that is assessed is the assets 

or collateral belonging to the debtor that is handed over to the bank. The delivery 

of assets or collateral is essential in the credit agreement, considering that it is done 

in order to generate confidence that the debtor will pay off his debt. One of the 

phenomena related to the provision of credit facilities in the present is the provision 

of credit facilities with professional credit aimed at certain segments such as civil 

servants. To obtain credit, the civil servant concerned must submit his valuable 

assets such as the Decree of Appointment of Civil Servants to the bank. The 

problem arises when the Decree of Appointment of Civil Servants who have been 

in the control of the bank becomes lost. The following research uses normative 

juridical methods with conceptual approach and statutory approach that focus on 

the formulation of the problem, namely (1) the Function of the Decree on the 

Appointment of Civil Servants in banking credit (2) Legal Efforts that can be taken 

by the Debtor for the loss of the Civil Servant Appointment Decree. 

 

Keywords: Professional Credit, Legal Protection, Civil Servant Appointment 

Decree 
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